Komisi Pemberantasan Korupsi

IKHTISAR LHKPNa.n KHAMIDAH
(Jenis Laporan - Tahun: Periodik — 2025)
NIK 3324176203000002

1. DATA PRIBADI

Nama : KHAMIDAH
NIK :
No KK

NPWP

Jenis Kelamin
Tempat/Tanggal Lahir
Status Nikah

Agama

Alamat

Nomor Handphone
Email

NHK

Bidang

Lembaga

Jabatan

Tanggal Lapor
Tanggal Kirim

Status

KENDAL, JAWA TENGAH

Halaman 1 dari 8 Dicetak Melalui elhkpn.kpk.go.id Tanggal 02/03/2026 oleh User KHAMIDAH (Wajib LHKPN)



Komisi Pemberantasan Korupsi

2. DATA KELUARGA
HUBUNGAN TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR /

DENGAN PN JENIS KELAMIN PIERE Al ALAMAT RUMAH

T 002/002
han

WA

3. JABATAN

NO | JABATAN - DESKRIPSI JABATAN / ESELON LEMBAGA UNIT KERJA SUB UNIT KERJA
1 BENDAHARA BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BADAN PUSAT STATISTIK KOTA
SULAWESI TENGGARA KENDARI

4. DATA HARTA
4.1. TANAH / BANGUNAN

LOKASI KEPEMILIKAN NILAI PELAPORAN NILAI PELAPORAN

SEBELUMNYA SAATIN] KETERANGAN

Sub Total Rp.0

4.2. ALAT TRANSPORTASI / MESIN

NILAI PELAPORAN NILAI PELAPORAN
NO URAIAN KEPEMILIKAN SEBELUMNYA SAAT INI KETERANGAN
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NILAI PELAPORAN NILAI PELAPORAN

URAIAN KEPEMILIKAR SEBELUMNYA SAAT INI

KETERANGAN

4.3. HARTA BERGERAK LAINNYA

NILAI PELAPORAN NILAI PELAPORAN

URAIAN ASAL USUL HARTA SEBELUMNYA SAAT INI

KETERANGAN

BARU

4.4. SURAT BERHARGA

NO. REKENING / ASAL USUL HARTA NILAI PELAPORAN NILAI PELAPORAN

URAIAN NO. NASABAH SEBELUMNYA SAAT INI

KETERANGAN

Sub Total Rp.0

NILAI PELAPORAN
SAAT INI

URAIAN INFORMASI REKENING ASAL USUL HARTA

KETERANGAN
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URAIAN INFORMASI REKENING ASAL USUL HARTA NILA;APZI_}A”F\)I?RAN KETERANGAN

UBAH

4.6. HARTA LAINNYA
NILAI PELAPORAN NILAI PELAPORAN

SEBELUMNYA SAAT INI

URAIAN ASAL USUL HARTA KETERANGAN

Sub Total Rp.0

4.7. HUTANG

URAIAN NAMA KREDITUR BENTUK AGUNAN NILAI AWAL HUTANG NILAI SALDO HUTANG

Sub Total Rp.0 Rp.0

5. PENERIMAAN
5.1. PENERIMAAN DARI PEKERJAAN

NO JENIS PENERIMAAN PENYELENGGARA NEGARA PASANGAN

1
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JENIS PENERIMAAN PENYELENGGARA NEGARA PASANGAN

5.2. PENERIMAAN DARI USAHA DAN KEKAYAAN

NO JENIS PENERIMAAN TOTAL PENERIMAAN KAS
1 Hasil Investasi dalam Surat Berharga Rp. 0
2 Hasil Usaha/Sewa Rp.0
3 Bunga Tabungan/Deposito dan Lainnya Rp. 0
4 Penjualan atau Pelepasan Harta Rp.0
5 Penerimaan Lainnya Rp. 0
Sub Total Rp.0

5.3. PENERIMAAN LAINNYA
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KPK 2025

NO JENIS PENERIMAAN TOTAL PENERIMAAN KAS

1 Penerimaan Hutang Rp.0

2 Penerimaan Warisan Rp. 0

3 Penerimaan Hibah/Hadiah Rp.0

4 Lainnya Rp. 0
Sub Total Rp. 0

6. PENGELUARAN
6.1. PENGELUARAN RUTIN

JENIS PENGELUARAN TOTAL NILAI PENGELUARAN
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6.2. PENGELUARAN HARTA

JENIS PENGELUARAN

TOTAL NILAI PENGELUARAN

1 000
2 p.0
3 000

000

6.3. PENGELUARAN LAINNYA

JENIS PENGELUARAN

TOTAL NILAI PENGELUARAN

1 Biaya Pengurusan Waris/Hibah/Hadiah Rp. 0
2 Pelunasan/Angsuran Hutang Rp. 0
3 Pengeluaran Lainnya Rp. 0

Sub Total Rp.0

7. LAMPIRAN FASILITAS

NO URAIAN NAMA PIHAK PEMBERI FASILITAS

KETERANGAN
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8. TOTAL HARTA KEKAYAAN

NO TOTAL HARTA TOTAL HUTANG TOTAL HARTA KEKAYAAN

Catatan:

Rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum
dalam Dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan melalui elhkpn.kpk.go.id serta tidak dapat
dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.

Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara

wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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